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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN ‘

NOMOR : 188.4/ 15\ /BAPPELITBANGDA
o TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINS} SULAWESH SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

- DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BAPPELITBANGDA PROVINS! SULAWESH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Badan

Mengingat

oL

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025, dipandang periu untuk
menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini
dipandang cakap dan mampu serta sanggup melaksanakan Pekerjaan
tersebut;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, maka periu menetapkan Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Selawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perencanaan Pembangunan’
Peneliian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2025

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembenfukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi-Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 fentang Administrasi
Pemerintatian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerinizhan Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara- Republik Indonesia Nomor
6856); .

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

‘Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daersh (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 2036), sebagaimana telah diubah*dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 8¢ Tazhun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daersh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomeor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Repubiik indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2018
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293) s’ebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Derah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Derah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 319) ; .

Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 900794/1/BKAD Tahun
2025 Tanggal 2 Januari tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah  Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan.



Menetapkan :
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10. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 2/I/Tahun 2025 tanggal
2 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran Pada
Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Badan Perencanaan
Pembangunary. Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini:

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selaku
Pejabat Pengguna Anggaran; '

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud,
mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD: .

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan: dan

3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundamg-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;

Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun Anggaran 2025:

Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan memiliki ketentuan
mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkandi : Makassar
pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA BADAN,

o~ v

-

~ SETIAWAN ASWAD

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan di Makassar:

2. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

3. Kepala BKAD Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilaksanakan:
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;

5. Pertinggal.



Lampiran

. Keputusan Kepala Badan Peren
Pengembangan Daerah Provin

canaan Pembangunan, Penelitian dan
si Sulawesi Selatan

Nomor : 188.4/ %'\ /BAPPELITBANGDA
Tanggal : 2 Januari 2025
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
' No Nama/Nip % Kode Kegiatan
1 | Dr. Andy, M.Si 5.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
NIP. Perangkat Daerah
5.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.01.01.1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah
5.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
5.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah )
5.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
2 | Ukrima Rijal, S.T, MM 5.01.02.1.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
NIP. 2~ 3 5.01.02.1.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.1.04 | Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan di
Bidang Pembangunan Daerah
3 | Erlan Triska., S.IP., MAdm.KP | 5.01.03.1.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
NIP. - N Pembangunan Manusia
4 |inyo, S.T, M.Eng 5.01.03.1.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan
NiP. NN SDA (Sumber Daya Alam)
5 | Ishak Amin Rusly. ST.. MT 5.01.03.1.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
NIP. J7 Kewilayahan
6 | Ristati Rahayu, Ap, M.Si 5.05.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang
NIP. 1 o 2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan »
5.05.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan
Kependudukan
5.05.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi
dan Pembangunan
5.05.02.1.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi

KEPALA BADAN,

Lea | /

&

SETIAWAN ASWAD




